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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan  

rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua 

sehingga revisi Modul PDRD mengenai Opsen 

Pajak Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Kita juga patut bersyukur bahwa implementasi 

Opsen Pajak Daerah bisa berjalan dengan relatif 

baik sesuai dengan amanat UU HKPD, yaitu 

tanggal 5 Januari 2025. 

Dalam pelaksanaan Opsen Pajak Daerah, 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun 

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan 

langkah-langkah perbaikan agar implementasi 

opsen pajak daerah menjadi lebih baik. Salah satu langkah praktis yang dilakukan 

oleh Direktorat PDRD dalam hal ini adalah merevisi modul sebagai referensi 

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Opsen Pajak Daerah.  

Dalam edisi revisi ini terdapat beberapa penyesuaian materi dan beberapa 

penambahan materi baru dari edisi sebelumnya. Penambahan materi utamanya 

mengenai pelaksanaan implementasi Opsen Pajak Daerah berupa mitigasi atas 

pelaksanaan Opsen dan penyempurnaan terhadap proses bisnis penyelenggaraan 

sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor. Proses bisnis 

ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015. Selain hal- hal tersebut, dalam revisi edisi 

ini juga terdapat penambahan beberapa pertanyaan dan jawaban pada bagian 

Pertanyaan Yang Sering Muncul Seputar Opsen. 
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Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu penyelesaian penyusunan revisi Modul PDRD mengenai Opsen 

Pajak Daerah ini. Kami berharap semoga edisi revisi ini bisa memberikan manfaat 

bagi pembaca pada umumnya untuk meningkatkan pemahaman terkait Opsen Pajak 

Daerah, dan khususnya bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

Jakarta,        Juli 2025 

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 

 

 

 

Ditandatangani secara elektronik 

Lydia Kurniawati Christyana 
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OPSEN PAJAK DAERAH 

1. PENDAHULUAN 

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk 

mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh 

pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal 

dilakukan melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren 

kepada daerah disertai dengan pendanaannya. Salah satu indikator dari 

kesuksesan otonomi daerah adalah meningkatnya kemampuan daerah 

dalam membiayai sendiri sebagian besar kegiatan pemerintahannya. 

Untuk itu, selain mendapatkan TKD dari Pemerintah Pusat, Pemda juga 

memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk 

memungut PDRD yang merupakan bagian dari PAD. 

Gambar 1 Kebijakan PDRD sebagai bagian integral pilar HKPD 
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Penguatan kewenangan perpajakan daerah merupakan salah satu dari 

empat pilar dalam UU HKPD. Kebijakan pengenaan Opsen merupakan salah 

satunya. Opsen Pajak Daerah dikenakan terhadap PKB, BBNKB, dan Pajak 

MBLB atau dikenal sebagai Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi pajak 

kabupaten/kota serta Opsen Pajak MBLB yang menjadi pajak provinsi. 

Untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada dasarnya, jenis pajak baru 

ini menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) 

kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika WP 

melakukan pembayaran pajak PKB dan BBNKB kepada pemerintah provinsi, 

seketika bagian kabupaten/kota dapat diterima oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Metode pembayaran atas Pajak tersebut melalui 

mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau 

otomatis ke RKUD. provinsi untuk PKB dan BBNKB dan RKUD 

kabupaten/kota untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 

Disamping itu, pajak MBLB yang merupakan salah satu jenis pajak yang 

kewenangan pemungutannya berada di pemerintah kabupaten/kota, sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Salah satu kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal 

ini penerimaan pajak MBLB dan opsennya adalah sinergi yang lebih baik dan 

efektif antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan 

dan pengawasan yaitu melalui peningkatan peran provinsi dalam pemungutan 

Pajak MBLB, Pemda dapat semakin terdorong untuk melakukan intensifikasi 

dan ekstensifikasi perpajakan daerah untuk peningkatan PAD-nya. 

 

 

 

 

 

Rasio pajak daerah pada tahun 2024 mencapai angka 1,21 persen, sedikit 

menurun jika  dibandingkan tahun 2023 yang  hanya  sebesar 1,3   persen.  

Diharapkan dengan implementasi UU HKPD, rasio pajak daerah dapat terus 

meningkat. 
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Gambar 2 Mekanisme Bagi Hasil dan Opsen 

 
 

 

1.1 Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Opsen Pajak Daerah 

Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, Opsen Pajak Daerah 

mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD, yaitu 5 

Januari 2025. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut 

persentase tertentu. Oleh sebab itu, tarif maksimal dari pajak induknya 

diturunkan terlebih dahulu untuk mengakomodir tarif Opsen. Di dalam 

penetapan tarif pajak induknya, Pemda diharapkan mengacu kepada arah 

kebijakan UU HKPD, yaitu memperhatikan beban yang ditanggung oleh WP.  

Tujuan penerapan kebijakan Opsen Pajak Daerah utamanya 

dimaksudkan untuk: 

a. Percepatan     penerimaan    bagian    kabupaten/kota   atas   PKB 

merupakan jenis pajak provinsi yang dibagihasilkan penerimaannya ke 

kabupaten/kota secara periodik. Waktu penyaluran bagi hasil dari RKUD 

provinsi ke RKUD kabupaten/kota selama ini diatur dalam Perkada 

masing-masing provinsi. Dalam prakteknya, bagi hasil yang masuk ke 

RKUD kabupaten/kota sampai ada yang melewati tahun anggaran 

dan BBNKB.       
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, PKB dan BBNKB 



Modul PDRD: OPSEN PAJAK DAERAH 
 
 

4 

 

bersangkutan. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, penyaluran dilakukan 

langsung melalui split payment dimana bagian provinsi langsung ke 

RKUD provinsi dan bagian kabupaten/kota langsung ke RKUD 

kabupaten/kota. Sehingga penerimaan tersebut dapat segera digunakan 

oleh pemerintah kabupaten/kota setelah masuk ke RKUD kabupaten/kota. 

b. Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota. 

Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan dapat 

memperkuat sumber penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota. 

c. Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja 

mandatory bagi provinsi. 

Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, bagian penerimaan PKB dan 

BBNKB kabupaten/kota bergeser dari penerimaan bagi hasil menjadi 

penerimaan PAD yaitu Pajak Daerah. Selain itu, PKB dan BBNKB 

diterima oleh pemerintah provinsi secara netto atau tidak terdapat 

kewajiban membagihasilkan kembali ke kabupaten/kota sebagai 

bagian dari belanja mandatory.  

d. Sumber penerimaan baru bagi provinsi atas Pajak MBLB. 

Opsen Pajak MBLB bagi pemerintah provinsi merupakan sumber 

penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan 

di bidang izin, pengawasan, dan pengendalian penambangan MBLB di 

kabupaten/kota. 

e. Meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi 

dan kabupaten/kota. 

f. Dengan    adanya    Opsen   Pajak   Daerah    akan   meningkatkan   peran 

pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta 

peran pemerintah provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB. 

Selanjutnya manfaat adanya Opsen Pajak Daerah antara lain: 

a. Pemerintah Daerah penerima opsen menerima bagiannya sesuai dengan 

potensi daerahnya masing-masing. 

b. Percepatan penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendanaan 

pembangunan daerah dan pelayanan publik. 

c. Pemerintah Daerah penerima opsen memiliki sense of belonging dalam 

pemungutan pajak daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah 
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pemungut pajak induk sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai 

kenaikan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ektensifikasi. 

d. Mendorong pelayanan yang lebih besar bagi wajib pajak melalui 

percepatan pembangunan dan penyediaan layanan di daerah khususnya 

pemerintah kabupaten/kota. 

 

1.2 Jenis Opsen Pajak Daerah 

Berdasarkan UU HKPD, terdapat 3 jenis Opsen Pajak Daerah, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Opsen PKB. 

Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas 

pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Opsen BBNKB. 

Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas 

pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. Opsen Pajak MBLB. 

Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas 

pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

1.3 Rekonsiliasi dan Peraturan Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan Opsen Pajak Daerah, Gubernur, Bupati/Wali Kota, 

dan Bank melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, Pajak 

MBLB beserta Opsennya setiap triwulanan. Sesuai dengan pengaturan 

dalam Pasal 114 PP KUPDRD, rekonsiliasi dilakukan paling sedikit 

membandingkan data: 

a. SKPD atau SPTPD. 

b. SSPD. 

c. Rekening koran bank, dan 

d. Dokumen     penyelesaian    kekurangan      pembayaran     pajak    dan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
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Gambar 3 Rekonsiliasi Opsen Pajak Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak Daerah dan 

bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, 

serta hal-hal lain yang diperlukan dalam implementasi kebijakan yang 

berdampak pada pemungutan, dituangkan dalam Perkada, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Opsen PKB/BBNKB diatur dalam Perkada Provinsi di wilayah 

kabupaten/kota tersebut berada. 

b. Opsen Pajak MBLB diatur dalam masing-masing Perkada 

Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi. 

Dalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi sebaiknya dapat memuat terkait 

SKPDLB untuk Opsen Pajak MBLB. 
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OPSEN PKB DAN BBNKB 

2.1 Pengaturan Materiil PKB dan Opsen PKB 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor.  

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan   beroda   

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 

jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air 

yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor 

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 

2. Objek Objek PKB adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan 

atas Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di 

wilayah provinsi   sesuai   dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Terdapat pengecualian dalam Objek PKB, yaitu 

kepemilikan   dan/atau penguasaan atas: 

a. kereta api; 

b. kendaraan   bermotor yang semata-mata     digunakan 

untuk keperluan   pertahanan dan keamanan   negara; 

c. kendaraan   bermotor   kedutaan, konsulat, 

perwakilan   negara   asing dengan    asas   timbal 

balik, dan lembaga-lembaga internasional yang 

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan 

Pemerintah; 

d. kendaraan     bermotor berbasis    energi    terbarukan 

dan; 

e. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan 

Perda. 
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PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

3. Subjek dan Wajib Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki kendaraan bermotor. 

4. Dasar Pengenaan Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di darat 

adalah perkalian dari: 

a. nilai jual kendaraan bermotor; dan 

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat 

kerusakan    jalan dan/atau pencemaran lingkungan 

akibat penggunaan kendaraan bermotor. 

Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di air hanya 

berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. 

Nilai jual kendaraan   bermotor ditentukan berdasarkan   

harga pasaran umum atas suatu kendaraan   bermotor 

yang ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember 

tahun pajak sebelumnya. 

Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang 

diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 

Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan 

bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan 

bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau 

seluruh faktor-faktor: 

a. harga kendaraan   bermotor dengan isi silinder 

dan/atau satuan tenaga yang sama; 

b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau 

pribadi; 

c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan 

bermotor yang sama; 

d. harga kendaraan    bermotor dengan   tahun pembuatan     

kendaraan bermotor yang sama; 

e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat 

kendaraan bermotor; 
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PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan 

bermotor sejenis; dan 

g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen 

pemberitahuan impor barang. 

Bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. koefisien    sama   dengan   1 (satu) berarti   kerusakan 

jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh 

penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap 

masih dalam batas toleransi; dan 

b. koefisien   lebih besar   dari 1 (satu) berarti kerusakan 

jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh 

penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap 

melewati batas toleransi. 

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor: 

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah 

sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor; 

b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang 

dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau 

jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis 

energi terbarukan; dan 

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri     

mesin kendaraan bermotor yang dibedakan 

berdasarkan isi silinder. 

5. Tarif Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk   kepemilikan    dan/atau   penguasaan   

kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 

1,2% dan 

2. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor kedua dan   seterusnya, dapat    ditetapkan   

secara progresif paling tinggi sebesar 6%. 

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah 

provinsi yang tidak terbagi   dalam   daerah 
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PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

kabupaten/kota otonom, tarif   PKB ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%; dan 

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, 

dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi 

sebesar 10% 

  

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 

umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, 

ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, 

lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5%. 

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas 

nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat 

yang sama. 

6. Penghitungan Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB. 

PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung 

sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor. 

7. Saat terutang  Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya 

kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 

8. Wilayah Pemungutan PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 

kendaraan bermotor terdaftar. 
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OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

1. Definisi Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Wajib Pajak Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB. 

3. Dasar Pengenaan Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB 

terutang. 

4. Tarif Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung 

dari besaran pajak terutang. 

5. Saat terutang  Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat 

terutangnya PKB. 

6. Wilayah Pemungutan Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor 

terdaftar. 

7. Penetapan dan Pembayaran 

 

 

1. Besaran pokok Opsen PKB terutang ditetapkan oleh 

gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada 

dan dicantumkan di dalam SKPD. 

2. Wajib Pajak Opsen PKB membayar Pajak terutang 

menggunakan SSPD berdasarkan SKPD. 

3. SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen   penetapan 

dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai sistem administrasi 

manunggal satu atap kendaraan bermotor. 

Pembayaran Opsen PKB ke Kas Daerah   

kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan 

pembayaran PKB ke Kas Daerah provinsi. 
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2.2 Pengaturan Materiil BBNKB dan Opsen BBNKB 

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

1. Definisi Bea   Balik   Nama   Kendaraan    Bermotor (BBNKB) 

adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan 

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual 

beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke 

dalam badan usaha. 

2. Objek dan Pengecualian 1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas 

Kendaraan Bermotor.  

2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

angka (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib 

didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Yang dikecualikan dari objek BBNKB adalah 

penyerahan atas: 

a. Kereta Api;  

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan 

untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, 

dan lembaga-lembaga internasional yang 

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 

pemerintah pusat;  

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan. 

4. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagai 

Objek BBNKB adalah pemasukan Kendaraan 

Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di 

Indonesia, kecuali: 

a. untuk diperdagangkan; 

b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah 

kepabeanan Indonesia; dan 
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BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

c. digunakan untuk pameran, objek Penelitian, 

contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf 

internasional. 

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf 

b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 bulan 

berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan 

kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia. 

3. Subjek dan Wajib Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan 

yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. 

Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan 

yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. 

4. Dasar Pengenaan Dasar   pengenaan BBNKB adalah   nilai jual kendaraan   

bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur. 

5. Tarif Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%. 

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah 

provinsi yang tidak terbagi dalam daerah 

kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan 

paling tinggi sebesar 20%. 

6. 

 

 

Penghitungan  

  

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif 

BBNKB. 

7. Saat terutang 1. Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya 

penyerahan pertama Kendaraan Bermotor. 

2. Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran 

kendaraan bermotor. 

3. Bukti pembayaran   BBNKB menjadi   persyaratan 

dalam pendaftaran kendaraan    bermotor   baru    

sesuai    dengan    ketentuan   peraturan perundang-

undangan. 

8.  Wilayah Pemungutan BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat kendaraan bermotor terdaftar. 
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OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

1. Definisi Opsen BBNKB adalah opsen   yang dikenakan   oleh   

kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Wajib Pajak Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB. 

3. Dasar Pengenaan Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB 

terutang. 

4. Tarif Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang 

dihitung dari besaran pajak terutang. 

5. Saat Terutang Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat 

terutangnya BBNKB. 

6. Wilayah Pemungutan Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor 

terdaftar. 

7. Penetapan dan Pembayaran 

 

 

1. Besaran pokok Opsen BBNKB terutang ditetapkan 

oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut 

berada dan dicantumkan di dalam SKPD. 

2. Wajib Pajak Opsen BBNKB membayar Pajak terutang 

menggunakan SSPD berdasarkan SKPD. 

3. SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan 

dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai sistem administrasi 

manunggal satu atap kendaraan bermotor. 

4. Pembayaran Opsen BBNKB ke Kas Daerah 

kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan 

pembayaran BBNKB ke Kas Daerah provinsi. 

 

2.3 Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

Seperti halnya PKB dan BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

merupakan   jenis pajak official assessment (penetapan pajaknya oleh Kepala 

Daerah).  Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan Pasal 

107 ayat (2) PP KUPDRD didasarkan atas nama, Nomor Induk 
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Kependudukan (NIK), dan alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah 

kabupaten/kota. 

Perhitungan besarnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah 

perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Opsen PKB atau Opsen 

BBNKB yaitu PKB/BBNKB terutang, dikalikan tarif Opsen PKB/BBNKB 

(66%), sebagaimana rumus berikut ini: 

 

 
 

 

 

Contoh Perhitungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

Seorang Wajib Pajak A di Kota X Provinsi Y membeli kendaraan bermotor 

baru dengan NJKB Rp300.000.000,00 dan bobot 1 (berdasarkan 

Permendagri tentang NJKB). Tarif PKB dan BBNKB dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Y masing-masing 1% dan 8%. Berapa besarnya Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB yang diterima oleh Kota X melalui split payment ke 

Rekening Kas Umum daerah (RKUD) Kota X? 

 

a. PKB terutang (Provinsi Y) = Tarif PKB x DPP PKB 

=1% x (NJKB x bobot) 

=1% x (Rp300.000.000,00 x 1) 

= Rp3.000.000,00  

Opsen PKB terutang (Kota X) = Tarif Opsen PKB x DPP Opsen 

PKB 

= 66% x PKB Terutang 

= 66% x Rp3.000.000,00 

= Rp1.980.000,00 

Total PKB + Opsen PKB yang dibayarkan WP adalah  

sebesar Rp4.980.000,00 

b. BBNKB terutang (Provinsi Y) = Tarif BBNKB x DPP BBNKB 

   = 8% x NJKB  

   = 8% x Rp300.000.000,00 

   = Rp24.000.000,00 

    

 

 

 

 

 



Modul PDRD: OPSEN PAJAK DAERAH 
 
 

16 

 

 

                            Opsen BBNKB terutang (Kota X)  

= Tarif Opsen BBNKB x DPP Opsen BBNKB 

= 66% x BBNKB Terutang 

= 66% x Rp24.000.000,00 

= Rp15.840.000,00 

Total BBNKB + Opsen BBNKB yang dibayarkan WP adalah  

sebesar Rp39.840.000,00 

 

 

2.4 Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB 

Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan 

dengan pembayaran PKB dan BBNKB. SKPD Opsen PKB dan SKPD Opsen 

BBNKB ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD PKB 

atau SKPD BBNKB. Berdasarkan Perpres Samsat, SKKP berfungsi sebagai 

SKPD. Untuk mengakomodir Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pada SKKP 

yang ada saat ini dapat ditambahkan baris untuk memuat jumlah opsen 

pajaknya. 

Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang oleh WP 

menggunakan SSPD berdasarkan SKPD yang ditetapkan. Berdasarkan 

Perpres 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan 

Perpres Nomor 4 Tahun 2025, TBPKP berfungsi sebagai SSPD. Besaran 

Opsen PKB/Opsen BBNKB terutang perlu dimuat dalam SSPD 

PKB/BBNKB (menambah baris dalam TBPKP). 

Gambar 4 Ilustrasi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB dilakukan bersamaan 

dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB oleh bank ke RKUD masing-
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masing provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme penyetoran Opsen PKB 

dan/atau BBNKB yaitu sebagai berikut: 

a. SKPD/SKKP PKB dan/atau BBNKB terutang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah sekaligus penetapan atas Opsen PKB dan/atau BBNKB terutang. 

b. Wajib pajak melakukan pembayaran PKB dan/atau BBNKB terutang 

bersama Opsen PKB dan/atau BBNKB dengan SSPD/TBPKP di Bank. 

c. Bank selanjutnya akan melakukan split payment ke masing-masing 

rekening dengan rincian: 

1) Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi. 

2) Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP 

ke RKUN. 

3) Penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja. 

4) Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD 

kabupaten/kota tempat kendaraan terdaftar (regident). 

Gambar 5 Proses Pembayaran dan Mekanisme Split Payment Opsen 

PKB dan Opsen BBNKB 
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2.5 Penagihan dan Pengembalian Kembali Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB 

Gubernur melakukan penagihan apabila WP tidak 

melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dan/atau BBNKB 

dan Opsen BBNKB. Penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan 

penagihan pajak daerah. Penagihan Opsen PKB/BBNKB 

dilakukan bersamaan dengan penagihan PKB/BBNKB beserta 

sanksi administratifnya. Selanjutnya WP melakukan pembayaran 

atas penagihan yang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang 

ditunjuk ke RKUD Provinsi. Atas pembayaran yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan 

penyetoran bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB atas 

penagihan yang dilakukan ke RKUD kabupaten/kota. 

Gambar 6 Penagihan Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran PKB/BBNKB kepada Gubernur untuk kemudian 

memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen PKB/Opsen BBNKB. 

Selanjutnya Gubernur melakukan verifikasi atas permohonan tersebut sesuai 
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ketentuan pengembalian pajak daerah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, 

Gubernur menerbitkan SKPDLB atas PKB/BBNKB dengan Salinan 

diserahkan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 hari kerja. Berikutnya 

Gubernur melakukan pengembalian kelebihan PKB beserta Opsennya atau 

BBNKB beserta Opsennya maksimal 2 bulan setelah SKPDLB terbit. 

Gambar 7 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan 

Opsen BBNKB 
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OPSEN PAJAK MBLB 

3.1 Pengaturan Materiil   Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

1. Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) 

adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan 

logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan 

logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan 

batu bara. 

2. Objek dan Pengecualian Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB 

yang meliputi: 

a. asbes; 

b. batu tulis; 

c. batu setengah permata; 

d. batu kapur; 

e. batu apung; 

f. batu permata; 

g. bentonit;  

h. dolomit;  

i. feldspar; 

j. garam batu (halite); 

k. grafit; 

l. granit/andesit; 

m. gips;  

n. kalsit;  

o. kaolin;  

p. leusit; 

q. magnesit; 

r. mika; 

s. marmer; 
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PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

t. nitrat; 

u. opsidien; 

v. oker; 

w. pasir dan kerikil; 

x. pasir kuarsa; 

y. perlit; 

z. fosfat; 

aa. talk; 

ab. tanah serap (fullers earth); 

ac. tanah diatom; 

ad. tanah liat; 

ae. tawas (alum); 

af. tras; 

ag. yarosif; 

ah. zeolit; 

ai. basal; 

aj. trakit; 

ak. belerang; 

al. mineral ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  

      dan 

am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  

       perundang- undangan. 

 

Terdapat pengecualian dalam objek Pajak MBLB 

meliputi pengambilan MBLB: 

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak 

diperjualbelikan/dipindah tangankan; 

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, 

penanaman kabel, penanaman   pipa, dan   sejenisnya    

yang tidak mengubah    fungsi permukaan tanah; dan 

c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan 

Perda. 
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PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

3. Subjek dan Wajib Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan 

yang mengambil MBLB. 

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan 

yang mengambil MBLB. 

4. Dasar Pengenaan • Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil 

pengambilan MBLB. Nilai jual dihitung berdasarkan   

perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan 

harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. 

• Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-

rata tiap tiap jenis MBLB pada   mulut tambang yang 

berlaku   di wilayah daerah yang bersangkutan. 

• Harga    patokan   ditetapkan    sesuai    dengan     

ketentuan   peraturan perundang-undangan di bidang 

pertambangan mineral dan batu bara. 

5. Tarif • Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 

20%. 

• Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah 

provinsi yang tidak terbagi dalam daerah 

kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB 

ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 

• Tarif Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda. 

6. Perhitungan Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB 

dengan tarif Pajak MBLB. 

7. Saat Terutang Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat 

terutangnya Pajak MBLB 

8. Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah 

tempat pengambilan MBLB. 
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OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) 

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD 

1. Definisi Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh 

provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

2. Wajib Wajib Pajak Opsen MBLB merupakan Wajib Pajak 

MBLB. 

3. Dasar Pengenaan Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak 

MBLB terutang. 

4. Tarif Tarif opsen   Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% yang 

dihitung dari besaran pajak terutang. 

5. Penghitungan Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen 

Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB. 

6. Saat Terutang Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat 

terutangnya Pajak MBLB 

7. Wilayah Pemungutan Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. 
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3.2 Pemungutan Opsen Pajak MBLB 
Opsen Pajak MBLB merupakan jenis pajak self assessment (dipungut 

berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak) yang dikenakan oleh 

provinsi atas pokok Pajak MBLB. Opsen Pajak MBLB dipungut di wilayah 

daerah tempat pengambilan MBLB. Perhitungan besarnya Opsen Pajak 

MBLB adalah perkalian antara DPP Opsen Pajak MBLB, yaitu Pajak MBLB 

terutang, dikalikan tarif Opsen Pajak MBLB (25%); sebagaimana rumus 

berikut ini: 

 

 

 

Contoh Perhitungan Opsen MBLB 

Wajib Pajak A melakukan pengambilan MBLB di Kabupaten X di Wilayah 

Provinsi Y.  Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebesar Rp500.000.000,00. 

Tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten X untuk Pajak MBLB sebesar 20%.   

Berapa besarnya Opsen Pajak MBLB yang diterima melalui split payment ke 

RKUD Provinsi Y? 

 

  

a. Pajak MBLB = Tarif Pajak MBLB x Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB 

 = 20% x Rp500.000.000,00  

 = Rp100.000.000,00 (Penerimaan Kab. X) 

b. Opsen Pajak MBLB terutang  

 = Tarif Opsen Pajak MBLB x DPP Opsen Pajak MBLB 

 = 25% x Pajak MBLB terutang 

 = 25% x Rp100.000.000,00 

 = Rp25.000.000,00 (Penerimaan Provinsi Y) 

                  

Total Pajak yang dibayar WP (Pajak MBLB + Opsen Pajak MBLB): 

Rp100.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp125.000.000,00 
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3.3 Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Opsen Pajak MBLB  

Perhitungan dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan 

bersamaan   dengan   perhitungan dan pelaporan Pajak MBLB. Pembayaran 

Opsen Pajak MBLB juga dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak 

MBLB untuk kemudian Bank melakukan split payment ke rekening masing-

masing RKUD. Untuk Pajak MBLB akan disetorkan ke RKUD 

kabupaten/kota dan Opsen Pajak MBLB akan disetorkan ke RKUD Provinsi, 

setelah bank menerima pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB 

oleh WP dalam SSPD Pajak MBLB. Selanjutnya WP melaporkan SPTPD 

Pajak MBLB termasuk Opsen Pajak MBLB ke Bupati/Wali Kota. 

 

Gambar 8 Proses Pembayaran dan Mekanisme Split Payment  

Opsen Pajak MBLB 
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SPTPD memuat secara terpisah besaran Pajak MBLB beserta sanksi 

administratifnya dan Opsen Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya 

juga. Hal   ini   dilakukan    untuk   mempermudah petugas pajak dalam proses 

administrasi perpajakan. Namun demikian, format SPTPD diserahkan kepada 

masing-masing Pemerintah Daerah membuatnya. 

Gambar 9 Ilustrasi Format SPTPD untuk Pajak MBLB dan Opsen 

Pajak MBLB 

               
 

3.4 Penagihan dan Pengembalian Kembali Opsen Pajak MBLB 

Bupati/Wali Kota melakukan penagihan Opsen Pajak MBLB 

bersamaan dengan penagihan Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya.  

Penagihan dilakukan apabila WP tidak melakukan pembayaran   Pajak MBLB 

dan Opsen Pajak MBLB. Penagihan   dilakukan berdasarkan   ketentuan 

penagihan   pajak daerah. Setelah   Bupati/Wali   Kota   melakukan    

penagihan, WP melakukan   penyetoran atas penagihan    kepada   Bupati/Wali   

Kota.  Atas penyetoran tersebut, Bupati /Wali Kota penyetorkan bagian Opsen 

Pajak MBLB ke RKUD Provinsi paling lama 3 hari kerja. 
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Gambar 10 Penagihan Opsen Pajak MBLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Wali Kota untuk kemudian 

memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen Pajak MBLB. Selanjutnya 

Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi atas permohonan tersebut sesuai 

ketentuan pengembalian pajak daerah.  Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, 

Bupati/Wali Kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan Salinan 

diserahkan kepada Gubernur paling lambat 3 hari kerja.  

Berikutnya Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB 

berdasarkan Salinan SKPDLB Pajak MBLB paling lama 3 hari kerja setelah 

Salinan SKPDLB Pajak MBLB diterima. Selanjutnya Bupati/Wali Kota 

beserta Gubernur melakukan pengembalian ke WP maksimal 2 bulan sejak 

SKPDLB diterbitkan. 
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Gambar 11 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Modul PDRD: OPSEN PAJAK DAERAH 
 
 

29 

 

PERSIAPAN IMPLEMENTASI OPJEK PAJAK DAERAH 

4.1 Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah 

Sinergi merupakan salah satu kunci untuk membantu peningkatan 

penerimaan pajak opsen. Jika penerimaan pajak utama (PKB, BBNKB dan 

MBLB) naik, maka secara otomatis penerimaan opsen dari masing-

masing pajak tersebut juga naik, sehingga sinergi dari pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota merupakan hal yang perlu didorong. 

Contohnya, dalam pendanaan kegiatan pemungutan pajak PKB pemda 

provinsi dan pemkab/pemkot dapat bersinergi atas biaya-biaya (cost 

sharing) yang muncul sehingga dapat menekan biaya untuk penerimaan 

pajak PKB dan opsennya yang lebih optimal. Namun demikian porsi 

pendanaan masing-masing pemda agar dianggarkan dalam APBD 

masing-masing. 

Gambar 12 Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal diperlukan, sinergi dapat diatur lebih lanjut melalui 

Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

Selain berbagi pendanaan, dalam pelaksanaan pemungutan opsen, 

pemrov/pemkab/pemkot juga dapat berbagi peran (role sharing). Berikut 

beberapa contoh terkait: 
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a. Provinsi 

1) Database dan Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor.  

2) Sistem Pembayaran PKB Dan BBNKB. 

3) Layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Outlet.  

4) Kebijakan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB. 

5) Edukasi, Penagihan, Penerapan Sanksi PKB dan BBNKB. 

b. Kabupaten/Kota 

1) Profiling data potensi PKB dan BBNKB didukung adanya database 

Opsen.  

2) Pendataan dan penagihan bersama terhadap tunggakan Pajak 

Daerah. 

3) Perluasan layanan Samsat. 

4) Perluasan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 

5) Membantu penagihan, serta penguatan penerapan sanksi PKB dan 

BBNKB melalui peran serta perangkat daerah. 

Database terkait jumlah kendaraan yang menunggak PKB sangat 

penting dalam rangka menggali dan meningkatkan PKB. Saat ini tingkat 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah. Peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor tidak berbanding lurus dengan kepatuhan pembayaran 

PKB. Berdasarkan data dari PT. Jasa Raharja, sampai dengan September 

2023, tercatat terdapat 53,23 juta (50,44%) kendaraan yang belum melakukan 

pembayaran PKB atau sebesar 47,38 juta (49,56%). Kebijakan Opsen PKB 

dan penghapusan BBNKB kedua diharapkan dapat menekan gap antara 

realisasi PKB dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang cukup tinggi, 

melalui keterlibatan aktif kabupaten/kota, sehingga dalam jangka menengah - 

panjang akan berdampak siginifikan terhadap peningkatan PAD, baik provinsi 

maupun kabupaten/kota.  

Sementara itu berdasarkan data sementara, untuk realisasi penerimaan 

pajak MBLB sepanjang TA 2025 tercatat sebesar 843,4 miliar, dan realisasi 

penerimaan Opsen Pajak MBLB sebesar 110,8 miliar atau 13,14 persen dari 

realisasi penerimaan Pajak MBLB. Capaian ini menunjukkan kontribusi awal 

yang cukup signifikan dari kebijakan opsen, sekaligus menjadi dasar untuk 

optimalisasi ke depan. Dengan pengelolaan yang tepat, opsen MBLB dapat 

menjadi instrumen fiskal yang mendukung pembangunan daerah secara 

berkelanjutan. 
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4.2 Penyiapan Implementasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah 
Dalam rangka implementasi pemungutan Opsen Pajak Daerah yang 

mulai tanggal 5 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan peralihan UU HKPD, 

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan 

melakukan persiapan antara lain: 

a. Pemerintah Pusat 

1) Penguatan Dasar Hukum 

Perpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor telah 

dilakukan perubahan dengan terbitnya Perpres Nomor 4 tahun 2025. 

Perpres Nomor 4 Tahun 2025 telah disesuaikan dengan UU HKPD dan 

PP KUPDRD dengan memasukan Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

serta menyelaraskan tahapan prosedur pelayanan Samsat yaitu, 

pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pembayaran kendaraan 

bermotor. 

2) Sosialisasi Kebijakan 

Sosialisasi    kebijakan    khususnya    implementasi Opsen   Pajak   

Daerah dilakukan dengan mengundang instansi terkait baik dari 

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 

3) Koordinasi dan Fasilitasi/Pendampingan 

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri selalu 

berkoordinasi untuk memberikan pendampingan kepada Pemda. 

 

b. Pemerintah Daerah 

1) Penguatan Payung Hukum 

Dalam implementasi Opsen Pajak Daerah, Pemda baik provinsi 

maupun kabupaten/kota perlu menyiapkan Peraturan Daerah tentang 

PDRD dan peraturan turunannya yaitu Perkada mengenai tata cara 

pemungutan dan sinergi Opsen. 

2) Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait 

Perlu adanya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota termasuk 

untuk kesepakatan sinergi yang dapat dituangkan dalam MoU atau 

PKS. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan pihak perbankan 
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untuk menyiapkan sistem penyetoran dan split payment dan juga perlu 

dilakukan koordinasi dengan kepolisian. 

3) Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi 

Penyiapan dan peningkatan kualitas administrasi dilakukan melalui: 

• Penyiapan kelembagaan/organisasi. 

• Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan 

proses bisnis lainnya. 

• Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data. 

• Penyiapan   petunjuk teknis (juknis), alur proses   bisnis/SOP terkait 

pendataan, pemungutan, pencatatan, penagihan, restitusi, 

rekonsiliasi, dan lain-lain. 

• Piloting/simulasi sistem dan prosedur. 

4) Komunikasi Publik 

Salah satu hal yang perlu disiapkan Pemda dan merupakan bagian yang 

sangat penting yaitu komunikasi publik, dimana dapat dilakukan 

melalui: 

• Penyiapan strategi komunikasi publik. 

• Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen. 

• Penyiapan literasi masyarakat. 

Pemanfaatan media sosial (FB, IG, Twitter, dll) dan media elektronik 

(radio dan televisi) yang dimiliki oleh Pemda akan sangat membantu 

dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemda juga perlu pula 

menyiapkan dan melaksanakan mitigasi atas berbagai indikasi isu 

dampak implementasi, dengan melalui komunikasi publik yang baik 

untuk mencegah gejolak di masyarakat. 
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PELAKSANAAN IMPLEMENTASI OPSEN PAJAK DAERAH 

5.1   Implementasi Opsen Pajak Daerah 

Dalam penjelasan UU HKPD, Pemerintah memberikan kewenangan 

pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, 

yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya 

merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Hal 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah 

beban Wajib Pajak. 

Berdasarkan data Perda PDRD yang telah ditetapkan oleh masing-masing 

Pemerintah Daerah Provinsi terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan 

tarif efektif sejak pelaksanaan Opsen Pajak Daerah. Bagi daerah yang mengalami 

kenaikan tarif efektif PKB/BBNKB diharapkan dapat dilakukan langkah mitigasi. 

Salah satu alternatif yang dapat diaplikasikan oleh Pemda adalah dengan 

memberikan insentif fiskal sesuai amanat Pasal 101 UU HKPD, yaitu berupa 

pengurangan PKB, BBNKB, dan opsen yang menjadi beban Wajib Pajak. Adapun 

insentif tersebut dilaksanakan dalam timeline tertentu dan dapat disesuaikan secara 

bertahap memperhatikan kondisi perekonomian guna menjaga beban Wajib Pajak 

dalam rangka implementasi kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB. 

Opsen MBLB menjadi instrumen penting dalam mendorong peran serta 

Pemerintah Provinsi dalam pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan 

mineral bukan logam dan batuan, yang selama ini menjadi domain utama 

kabupaten/kota. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.  

5.2   Perpres Samsat Kendaraan Bermotor  

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor telah ditetapkan untuk mengakomodasi 

penyesuaian pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (Opsen 

PKB dan Opsen BBNKB) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dan 

huruf i UU HKPD. Selain itu, perubahan dilakukan untuk penyempurnaan terhadap 

proses bisnis penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) 

kendaraan bermotor.  
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Penyempurnaan tahapan prosedur pelayanan kesamsatan yaitu sebagai berikut: 

Tahapan Prosedur Kesamsatan 

Perpres 5 Tahun 2015 Perpres 4 Tahun 2025 

a. pendaftaran;  

b. penerbitan SKKP;  

c. penerimaan pembayaran;  

d. pencetakan dan pengesahan;  

e. penghimpunan dan penggabungan 

serta penyerahan; dan 

f. pengarsipan. 

a. identifikasi dan verifikasi;  

b. penerbitan SKKP;  

c. penerimaan pembayaran;  

d. pendaftaran, pencetakan, dan 

pengesahan;  

e. penghimpunan dan penggabungan 

serta penyerahan; dan 

f. pengarsipan. 
  

Prosedur pelayanan Samsat tersebut dilakukan melalui loket yang terdiri atas:  

a. loket identifikasi dan verifikasi 

1) pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor; 

2) penerimaan permohonan pendaftaran Regident Ranmor;  

3) penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan 

Regident Ranmor; dan  

4) pendataan Regident Ranmor. 

b. loket pembayaran dan penyerahan 

Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk disalurkan 

kepada:  

1) bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi 

STNK, TNKB, dan/atau NRKB pilihan;  

2) bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi yang 

melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBNKB; 

3) bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kabupaten/kota yang 

melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak kabupaten/kota untuk besaran 

Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan/atau 

4) bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ. 

Penyaluran penerimaan pembayaran dilakukan dengan mekanisme setoran yang 

dipisahkan secara langsung atau otomatis. 
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Dalam Perpres yang baru juga mengatur Pemerintah Daerah Provinsi wajib 

bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi 

pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen BBNKB untuk 

mewujudkan penyelenggaraan Samsat secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan 

cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan inovatif. Selain itu, mengatur tentang 

spesifikasi teknis administrasi terpadu (formulir SPRKB, TBPKP; dan SKKP) dapat 

dilakukan secara digital yang ditetapkan dengan Keputusan Pembina Samsat tingkat 

nasional. 

Sesuai Pasal 31 Perpres 4 Tahun 2025 mengamanatkan untuk penyelenggaraan 

samsat yang didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi 

dengan satu data (Pemda, Jasa Raharja dan Kepolisian). Sistem informasi dan 

komunikasi Samsat tersebut berisi data dan informasi antara lain kendaraan 

bermotor dan pemilik, penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen 

BBNKB, dan SWDKLJJ. 
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PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL SEPUTAR OPSEN 

Pertanyaan yang sering muncul seputar modul opsen ini disusun untuk memberikan 

penjelasan terkait pertanyaan umum untuk mendorong pemahaman dan pelaksanaan 

yang optimal bagi pembaca. Daftar pertanyaan dihimpun dari berbagai sumber, 

termasuk kegiatan sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis, 

layanan call center DJPK, serta masukan lainnya yang relevan. 

 

6.1 Opsen PKB DAN Opsen BBNKB 
 

1. Pertanyaan:   

Apakah tujuan dilakukan perubahan terhadap kebijakan PKB dan BBNKB dari 

mekanisme bagi hasil penerimaan pajak provinsi ke kabupaten/kota menjadi 

opsen? 

Penjelasan: 

Salah satu permasalahan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota adalah 

adanya keterlambatan diterimanya bagian kabupaten/kota dari provinsi. Hal ini 

karena kebijakan penyaluran bagi hasil masing-masing Pemerintah Provinsi 

berbeda-beda, ada yang secara periodik per bulan, triwulan, bahkan ada yang 

periodisasinya lebih panjang. Oleh karena itu, perubahan kebijakan dari semula 

bagi hasil menjadi mekanisme Opsen dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

a. Mempercepat penerimaan bagian kabupaten/kota atas bagian PKB dan 

BBNKB yang selama ini dibagi-hasilkan secara periodik oleh provinsi.   

b. Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota. 

c. Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja 

mandatory bagi provinsi. 

d. Mendorong sinergi   pemungutan dan    pengawasan pajak antara provinsi dan 

kabupaten/kota lebih baik dan efektif. 

 

2. Pertanyaan: 

Apa keunggulan kebijakan Opsen Pajak Daerah dibandingkan dengan 

mekanisme bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana kebijakan 

sebelumnya? 

Penjelasan: 

Lihat penjelasan pada pertanyaan #1 
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3. Pertanyaan:    

Bagaimana mekanisme pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB? 

Penjelasan: 

Mekanisme pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB mengikuti ketentuan 

yang diatur dalam UU HKPD, PP KUPDRD, Perkada provinsi wilayah daerah 

setempat, Peraturan Daerah tentang PDRD dan Perkada kabupaten/kota 

setempat. Adapun   pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB singkatnya 

sebagai berikut:  

a. WP Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB merupakan WP PKB dan/atau 

Opsen BBNKB. Adapun, WP PKB adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan WP BBNKB 

adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan 

bermotor. 

b. Saat terutang Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB yaitu pada saat 

terutangnya PKB dan/atau BBNKB. Adapun, saat terutang PKB adalah pada 

saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.  

Sedangkan, saat terutangnya BBNKB adalah saat terjadinya penyerahan 

pertama Kendaraan Bermotor. 

c. Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB dipungut di wilayah Daerah tempat 

kendaraan bermotor terdaftar. 

d. Tarif Opsen PKB maupun opsen   BBNKB, masing-masing sebesar 66% dari 

PKB dan/atau BBNKB terutang. 

e. SKPD Opsen PKB atau SKPD Opsen BBNKB ditetapkan oleh Gubernur dan 

dicantumkan di dalam SKPD PKB atau   SKPD   BBNKB. Berdasarkan Pasal 

108 ayat (3) PP KUPDRD, SKPD dan SSPD untuk Opsen PKB dan Opsen 

BBNKB dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi 

manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor. Besaran Opsen   

PKB/BBNKB terutang   akan   tertera   dalam   SKPD. 

f. Opsen PKB/BBNKB (menambah baris dalam SKKP) sehingga Opsen PKB 

dan BBNKB   dibayarkan bersamaan    dengan    PKB   dan    BBNKB untuk 

kemudian Bank melakukan split payment ke masing-masing rekening. 
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g. WP Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar pajak terutang menggunakan     

SSPD berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perpres     

Samsat, TBPKP berfungsi sebagai SSPD. 

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen 

BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam   

implementasi kebijakan   yang   berdampak    pada   Pemungutan PKB, Opsen 

PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi kabupaten / 

kota tersebut berada.  

 

4. Pertanyaan:    

Dalam mekanisme pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, apakah setiap 

hari akan ada pelimpahan dana dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota? 

Penjelasan: 

Penyetoran Opsen PKB dan/atau BBNKB dilakukan bersamaan dengan 

penyetoran PKB dan/atau BBNKB, untuk kemudian bank melakukan split 

payment ke masing-masing rekening sebagai berikut: 

1) Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi. 

2) Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke 

RKUN. 

3) Penyetoran SWDKLLJ ke rekening Jasa Raharja. 

4) Penyetoran Opsen PKB dan/atau BBNKB ke RKUD kabupaten/kota. 

 

5. Pertanyaan: 

Bagaimana mekanisme proses rekonsiliasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB? 

Penjelasan: 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PP KUPDRD, bahwa rekonsiliasi atas data 

penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB dilakukan oleh 

Gubernur, Bupati/Wali Kota dan bank tempat pembayaran pajak tersebut setiap 

triwulan.  Rekonsiliasi tersebut paling sedikit membandingkan data: 

a. SKPD; 

b. SSPD; 

c. Rekening koran bank; dan 

d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak. 
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6. Pertanyaan:  

Apakah dalam rangka penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, daerah diberi 

keleluasaan tarif sesuai kondisi dengan daerahnya masing - masing? 

Penjelasan: 

Sesuai dengan Pasal 83 UU HKPD, tarif Opsen Pajak Daerah (termasuk Opsen 

PKB dan Opsen BBNKB) sudah ditentukan (tetap), sebagai berikut: 

a. Opsen PKB sebesar 66%; dan 

b. Opsen BBNKB sebesar 66%.  

 dihitung dari besaran Pajak terutang. 

 

7. Pertanyaan:  

Bagaimana cara perhitungan opsen PKB dan Opsen BBNKB? 

Penjelasan: 

Sesuai dengan Pasal 83 UU HKPD, tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutangnya. Hal ini berarti 

pembayaran opsen PKB dihitung dengan mengalikan tarif 66% dengan besaran 

PKB terutang. Adapun pembayaran   opsen   BBNKB dihitung dengan   

mengalikan   tarif 66%   dengan   besaran   BBNKB terutangnya.  

 

Ilustrasi perhitungannya dapat dilihat pada halaman #15 

 

8. Pertanyaan:    

Sejauh mana Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat meningkatkan PAD? 

Penjelasan: 

Opsen Pajak Daerah, termasuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB, merupakan 

perluasan basis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD yang salah satu 

tujuannya untuk meningkatkan sinergi antar level pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan dan pengawasan 

melalui peningkatan peran kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB 

serta peran provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB, Pemda dapat 

mengoptimalkan pendapatannya.  

Berdasarakan data PT. Jasa Raharja pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor 

yang seharusnya membayar PKB sebesar 110.871.255, sementara rata-rata 

tingkat kepatuhan pembayaran PKB sampai dengan September 2023 sekitar 

52%. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kebijakan Opsen PKB, pemerintah 
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provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat bersinergi, baik dalam 

hal peningkatan kepatuhan pembayaran PKB (yang masih outstanding) maupun 

untuk optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB-nya. 

 

9. Pertanyaan:    

Bagaimana perbandingan penerimaan daerah sebelum dan setelah diterapkan 

kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB? 

Penjelasan: 

Berikut adalah ilustrasi peningkatan penerimaan daerah menggunakan data tahun 

2023 pada salah satu provinsi menggunakan mekanisme bagi hasil dan 

mekanisme kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 

Contoh: 

Data Provinsi XX pada tahun 2023: 

a. Realisasi PKB sebesar Rp4 T dan Realisasi BBNKB sebesar Rp1 T (Total 

PKB & BBNKB sebesar Rp5 T) 

b. Tarif Perda berdasarkan   UU  28/2009 ditetapkan sebesar tarif maksimal, 

yaitu PKB 2% dan BBNKB 20% 

c. Tarif Perda berdasarkan UU HKPD ditetapkan sebesar tarif maksimal dalam 

UU HKPD, yaitu: PKB 1,2% dan BBNKB 12%. 
                              

                              Kebijakan Skema Bagi Hasil: 

Bagian Kab/kota = 30% x Total Penerimaan PKB dan BBNKB 

                              = 30% x Rp5 T 

                              = Rp1,5 T 

Kebijakan Skema Opsen: 

A. PKB 

DPP PKB = Realisasi PKB/tarif lama PKB 

 = Rp4 T/ 2% 

 = Rp200 T 

PKB Terutang = DPP PKB x tarif baru PKB 

  = Rp200 T x 1,2%   

= Rp2,4 T 
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Opsen PKB = PKB terutang x tarif opsen PKB 

 = Rp2,4 T x 66% 

 = Rp1,584 T 

 

B. BBNKB 

DPP BBNKB = Realisasi BBNKB/tarif lama BBNKB 

= Rp1 T/ 20% 

= Rp5 T 

BBNKB Terutang = DPP BBNKB x tarif baru BBNKB 

  = Rp5 T x 12% 

  = Rp0,6 T 

            Opsen BBNKB = BBNKB terutang x tarif opsen BBNKB 

              = Rp0,6 T x 66% 

              = Rp0,396 T 

                  Opsen PKB dan Opsen BBNKB = Rp1,584 T + Rp0,396 T 

                                            = Rp1,98 T 

 

 

Dengan demikian, dengan skema Opsen, penerimaan kabupaten/kota meningkat 

Rp0,48T dibanding penerimaan dengan skema bagi hasil. Selanjutnya, beban 

WP relatif tidak jauh berbeda yaitu: 

 

        = PKB terutang + BBNKB terutang + Opsen PKB + Opsen BBNKB 

        = Rp2,4 T + Rp 0,6 T + Rp1,584 T + Rp0,396 T  

        = Rp 4,98 T 

 

 

10. Pertanyaan:  

Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen 

BBNKB untuk kabupaten/kota tahun 2025? 

Penjelasan: 

Sesuai dengan Pasal 191 UU HKPD, Opsen PKB dan Opsen BBNKB wajib 

diterapkan pada 5 Januari 2025. Untuk mempersiapkannya, diperlukan 

penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. Lengkapnya, beberapa hal yang perlu dipersiapkan Pemda 

sebagai berikut: 
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a. Penguatan Payung Hukum, antara lain: 

1) Penyiapan Perda PDRD 

2) Penyiapan Perkada mengenai tata cara pemungutan dan sinergi Opsen. 

b. Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait 

1) Koordinasi   antara Provinsi   dan   Kabupaten/Kota, termasuk untuk 

kesepakatan sinergi 

2) Koordinasi dengan Kepolisian (Samsat) 

3) Koordinasi dengan perbankan untuk menyiapkan sistem penyetoran dan 

split payment.  

c. Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi 

1) Penyiapan kelembagaan/organisasi 

2) Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan proses 

bisnis lainnya 

3) Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data. 

4) Penyiapan juknis, alur proses bisnis/SOP (pendataan, pemungutan, 

pencatatan, penagihan, restitusi, rekonsiliasi, dll) 

5) Piloting/simulasi sistem dan prosedur. 

d. Komunikasi Publik 

1) Penyiapan strategi komunikasi publik 

2) Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen 

3) Penyiapan literasi masyarakat 

 

11. Pertanyaan:  

Apakah harus dibuat Perkada untuk mengatur tata cara pelaksanaan Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB? 

Penjelasan: 

Sesuai dengan Pasal 113 PP KUPDRD, ketentuan lebih lanjut mengenai 

Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi 

dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada 

Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam 

Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada. 
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12. Pertanyaan: 

Apakah   penganggaran pendapatan Opsen PKB dan opsen BBNKB memerlukan 

dokumen informasi/penetapan besaran opsen dari provinsi sebagai dasar 

penganggaran   pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB dalam APBD 

kabupaten/kota? 

Penjelasan: 

Penganggaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam APBD kabupaten/kota 

harus melihat penganggaran besarnya target penerimaan PKB dan BBNKB yang 

ditetapkan oleh Provinsi. Oleh sebab itu, Provinsi sebaiknya dapat 

menyampaikan informasi atau penetapan besaran Opsen PKB/BBNKB untuk 

masing-masing kabupaten/kota dalam wilayahnya sebagai dasar penyusunan 

anggaran dalam APBD. 

 

13. Pertanyaan: 

Bagaimana cara daerah kabupaten/kota memproyeksikan opsen pajak daerah 

ketika kemungkinan kedepannya informasi dari provinsi biasanya terbit setelah 

Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, mengingat opsen pajak ini masih 

baru. 

Penjelasan: 

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan proyeksi dengan melihat 

realisasi penerimaan PKB (yang telah dirinci per kabupaten/kota) dalam 

beberapa tahun terakhir. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota agar bersinergi 

dengan pemerintah provinsi dalam menentukan jumlah yang akan dianggarkan 

dalam APBD. Terkait cara memproyeksikan penerimaan opsen pajak daerah 

untuk mendapatkan DPP Opsen PKB/BBNKB dapat merujuk kepada penjelasan 

pada Pertanyaan #9. 

 

14. Pertanyaan: 

Dengan   adanya   Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pemerintah   kabupaten/kota   

akan mendapatkan keuntungan dari sisi peningkatan pendapatan maupun 

kecepatan bagi hasil penerimaan. Bagaimana bentuk kontribusi yang 

pantas/wajib diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka 

pemungutan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB? 
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Penjelasan: 

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 PP KUPDRD, bahwa dalam rangka 

optimalisasi penerimaan opsen, maka antar level pemerintahan (provinsi dan 

kabupaten/kota) perlu bersinergi, baik berupa sinergi pendanaan untuk biaya 

yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, 

Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya. Adapun, 

ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

dan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 

dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen 

PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, agar diatur dalam Perkada provinsi di 

wilayah kabupaten/kota tersebut berada. 

 

15. Pertanyaan: 

Apakah kesepakatan cost sharing Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi 

ruang lingkup PKS?  

Penjelasan: 

Kesepakatan cost sharing Opsen (termasuk Open PKB dan Opsen BBNKB) 

merupakan salah satu bentuk sinergi pemungutan dalam rangka optimalisasi 

penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 113 PP KUPDRD bahwa kesepakatan mengenai sinergi 

pendanaan diatur dalam Perkada. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 115 

PP KUPDRD bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemda 

dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dengan 

Pemerintah, Pemda lain, dan/atau pihak ketiga.  Dalam hal diperlukan, bentuk 

kegiatan dalam lingkup cost sharing opsen yang berkaitan dengan upaya 

optimalisasi penerimaan, seperti misalnya pengawasan WP bersama, 

peningkatan layanan, jasa layanan pembayaran dengan   pihak ketiga, dapat 

menjadi lingkup PKS. 

 

16. Pertanyaan:    

Apakah cost sharing dalam sinergi pendanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

dapat diambil dari dana Opsen Pajak Daerah? 

Penjelasan: 

Sinergi pendanaan yang memuat cost sharing dalam rangka optimalisasi 

pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dapat diambil dari 
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dana Opsen Pajak Daerah.  Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) PP 

KUPDRD bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sinergi antara 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi 

kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan 

Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota 

tersebut berada. Hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan 

belanja wajib terkait penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya 

sebagaimana ketentuan Pasal 86 UU HKPD dan harus dicatat dalam APBD 

masing-masing pemerintah daerah. 

 

17. Pertanyaan: 

Apakah proses penagihan PKB dan Opsen PKB juga memperhitungkan sanksi 

administratifnya? 

Penjelasan: 

Ketentuan Pasal 108 PP KUPDRD mengatur bahwa pembayaran Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB ke RKUD kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan 

pembayaran PKB dan BBNKB ke RKUD provinsi. Dalam hal pembayaran tidak 

dilakukan oleh WP, gubernur melakukan tindakan penagihan atas pajak yang 

belum dibayarkan serta sanksi adminitratif yang timbul (termasuk penagihan 

sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB). 

 

18. Pertanyaan: 

Bagaimanakah cara perhitungan sanksi administratif dengan kondisi sebagai 

berikut: 

Jatuh Tempo Pembayaran PKB tanggal 10 Maret 2025, WP melakukan 

pembayaran 10 Juli 2025. Pengenaan sanksi administratif   yang   berlaku   pada   

Provinsi X sebesar 1% perbulan, bagaimana perhitungan sanksi 

administratifnya? Diketahui PKB terutang sebesar Rp100.000,- 

Penjelasan: 

a. Ketentuan Pasal 59 ayat (7) PP KUPDRD mengatur bahwa dalam hal WP 

tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, WP dikenai sanksi   

administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari Pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. 
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b. Ketentuan Pasal 108 PP KUPDRD mengatur bahwa pembayaran Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan 

dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke RKUD provinsi. Dalam hal 

pembayaran tidak dilakukan oleh WP, gubernur melakukan tindakan 

penagihan atas pajak yang belum dibayarkan serta sanksi adminitratif yang 

timbul (termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau 

Opsen BBNKB). 

 

c. Dari kasus di atas perhitungan sanksi administratif sebagai berikut: 

1) Pokok Pajak terutang: 

• PKB terutang sebesar Rp100.000,00 

• Opsen PKB terutang = 66% x Rp100.000,00  

                                  = Rp66.000,00 

2) Jatuh Tempo PKB tanggal 10 Maret 2025, WP melakukan pembayaran 10 

Juli 2025, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran selama 4 bulan dan 

dikenai sanksi administratif berupa bunga 1% per bulan, sehingga sanksi 

yang dikenakan adalah sebagai berikut: 

• PKB, sanksi bunga = 1% x 4 bulan x Rp100.000,00  

                                = Rp4.000,00 

• Opsen PKB, sanksi bunga = 1% x 4 bulan x Rp66.000,00  

                                           = Rp2.640,00. 

 

19. Pertanyaan: 

Berdasarkan UU HKPD dan PP KUPDRD, kapan PKB bisa diterbitkan STPD 

kepada WP? 

Penjelasan: 

Dalam ketentuan penutup UU HKPD, Pasal 191 ayat (1), diatur bahwa: 

“Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, 

dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai 

berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang 

ini.” Maka, ketentuan terkait PKB yang mengacu pada UU HKPD baru berlaku   

mulai 5 Januari 2025.  Untuk itu, PKB yang terutang sejak 5 Januari 2025 

pemungutannya masih mengacu pada UU 28 Tahun 2009 beserta PP turunannya 

yaitu PP 55 Tahun 2016. Sedangkan, setelah tanggal 5 Januari 2025: 
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a. Apabila terdapat WP PKB yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak 

membayar PKB, maka sesuai ketentuan Pasal 56 PP KUPDRD: 

1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan 

berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

2) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya 

Pajak. 

3) Khusus untuk PKB, penetapan Pajak terutang juga termasuk sanksi 

administrative (sesuai Pasal 56 ayat (5) PP KUPDRD). 

b. Sesuai Pasal 78 PP KUPDRD, Kepala   Daerah   atau Pejabat yang ditunjuk 

dapat menerbitkan STPD untuk PKB dalam hal Pajak terutang dalam SKPD 

yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. 

c. Selanjutnya, sesuai Pasal 79 PP KUPDRD, Utang Pajak sebagaimana 

tercantum dalam SKPD merupakan dasar Penagihan Pajak Daerah. Dalam   

hal dasar Penagihan Pajak tersebut tidak dilunasi setelah jatuh tempo 

pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. 

 

20. Pertanyaan: 

Contoh Kasus 

Sdr. Agung Santoso memiliki sebuah Motor baru merk Honda yang dibeli pada 

tanggal 10 Februari 2023 di Kabupaten B di wilayah Provinsi X. Dia belum 

membayar PKB untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta akan membayar PKB 

pada tanggal 10 Februari 2026. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah 

memperhitungkan bobot) sebesar Rp20.000.000,00 sebagaimana diatur dalam 

lampiran Permendagri yang mengatur mengenai DPP PKB dan BBNKB. DPP 

(NJKB) diasumsikan tetap pada 2024-2026. Tarif PKB dalam Peraturan Daerah 

PDRD lama (sesuai UU No. 28 Tahun 2009) sebesar 1,5%, sedangkan tarif PKB 

dalam Peraturan Daerah PDRD baru (sesuai UU HKPD) sebesar 1%. Tarif 

Opsen PKB adalah sebesar 66%. Berapakah total PKB terutang yang harus 

dibayar oleh Sdr. Agung Santoso pada tanggal 10 Februari 2026?  
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Penjelasan: 

Ringkasan data atas kasus di atas: 

 

DPP 2024-2026 

(Rp) 

Tarif PKB 

lama (%) 

Tarif PKB 

baru (%) 

Tarif 

Opsen (%) 

Denda 

Lama (%) 

Denda 

Baru (%) 

20.000.0000 1,5 1 66 2 1 

 

Linimasa dan Detail Perhitungan: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total PKB dan Opsen PKB terutang yang harus dibayar oleh Sdr.Agung Santoso 

pada tanggal 10 Februari 2026 adalah sebesar Rp1.147.840,00. 

 

21. Pertanyaan:   

Terkait kewenangan Opsen PKB dan Opsen BBNKB bagi pemerintah 

kabupaten/kota apakah juga termasuk hak untuk mendapatkan insentif 

pemungutan tersebut bagi pemungut di tingkat kabupaten/kota? 

 

 

 

10 Feb 2025 

 

10 Feb 2026 

 

10 Feb 2024 

 

10 Feb 2023 

 

Pembelian Belum Bayar Belum Bayar Pembayaran 

PKB terutang (2025)               = Rp200.000 

Sanksi = 1% x 12 x Rp200rb  = Rp  24.000 

Pokok + Sanksi                       = Rp224.000 

Opsen PKB terutang 

(2025)                

= Rp200rb x 66% = 

Rp132.000 
PKB terutang (2026): 

= Rp20jt x 1% = Rp200.000 

Opsen PKB terutang (2026): 

= Rp200rb x 66% = Rp132.000 

Total Pembayaran = Rp1.147.840 
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Penjelasan: 

a. Pasal 104 UU HKPD mengatur bahwa pemberian insentif pemungutan PDRD 

diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan PDRD atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

b. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP 69/2010 mengatur bahwa insentif secara 

proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana 

pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. 

c. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan   fungsi pemungutan, sesuai ketentuan 

dalam Pasal 1 angka 54 pada Ketentuan Umum PP KUPDRD, diatur bahwa 

pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada WP serta pengawasan penyetorannya. 

d. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pemerintah kabupaten/kota telah 

melaksanakan rangkaian kegiatan pemungutan sesuai ketentuan dalam PP 

KUPDRD, maka pemerintah kabupaten/kota dapat menerima insentif atas 

pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 

e. Adapun, dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada pejabat/pegawai tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur 

Sipil Negara. 

 

22. Pertanyaan: 

Kegiatan apa saja yang diperbolehkan dari belanja earmark dari Opsen PKB 

sebesar 10%. 

Penjelasan: 

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PP KUPDRD bahwa hasil penerimaan PKB dan 

Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau 

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 

Adapun, bentuk pemenuhan belanja wajib tersebut dalam bentuk pemenuhan 

tagging earmarking belanja daerah. Mengenai ketentuan lebih lanjut atas 

pemenuhan belanja wajib dari penerimaan pajak daerah tersebut diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang 

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke 

Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 
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Sedangkan, untuk rincian kegiatan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas KMK 

Noomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil 

Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk 

Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Terdapat 87 sub kegiatan yang dapat dipilih oleh Pemda untuk 

menganggarkan pemenuhan belanja wajib dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerah dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB. 

 

23.  Pertanyaan: 

Bagaimana bagi hasil pajak ke desa dari Opsen Pajak Daerah? 

Penjelasan: 

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 

bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan 

retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi 

penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sebagai catatan, PP 

43 Tahun 2014 saat ini sedang dalam proses revisi, untuk selanjutnya pemda 

agar dapat merujuk kepada PP perubahan tersebut.  

 

24. Pertanyaan: 

Tantangan apa yang perlu dicermati Pemda dalam pelaksanaan Opsen PKB dan 

Opsen BBNKB serta bagaimana penyelesaiannya? 

Penjelasan: 

Dalam rangka implementasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai 

5 Januari 2025 (sesuai ketentuan peralihan UU HKPD) baik pemerintah pusat 

maupun Pemda perlu bersinergi dalam penyiapannya.  Adapun, yang perlu 

dicermati oleh Pemda utamanya adalah terkait keterbatasan waktu dalam 

penyiapan implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang harus 

dilaksanakan sebelum 5 Januari 2025, diantaranya meliputi: 

a. Penguatan Payung Hukum, antara lain: 

1) Penyiapan Peraturan Daerah PDRD. 

2) Penyiapan Perkada mengenai tata cara pemungutan dan sinergi Opsen. 
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b. Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait 

1) Koordinasi   antara Provinsi   dan   kabupaten/kota, termasuk untuk 

kesepakatan sinergi. 

2) Koordinasi dengan Kepolisian (Samsat). 

3) Koordinasi dengan perbankan untuk menyiapkan sistem penyetoran dan 

split payment.  

c. Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi 

1) Penyiapan kelembagaan/organisasi 

2) Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan proses 

bisnis lainnya. 

3) Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data. 

4) Penyiapan juknis, alur proses bisnis/SOP (pendataan, pemungutan, 

pencatatan, penagihan, restitusi, rekonsiliasi, dll) 

5) Piloting/simulasi sistem dan prosedur. 

d. Komunikasi Publik 

1) Penyiapan strategi komunikasi publik. 

2) Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen. 

3) Penyiapan literasi masyarakat. 

 

25. Pertanyaan: 

Apakah terdapat penambahan biaya atas pembayaran PKB yang berdampak 

menambah beban masyarakat? Apakah dengan adanya Opsen PKB maksudnya 

PKB jadi naik 66%? 

Penjelasan: 

Kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan perubahan mekanisme 

dari semula skema bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota menjadi metode 

direct split/pembagian langsung. Arah kebijakan UU HKPD dalam 

implementasi Opsen Pajak Daerah, termasuk Opsen PKB, adalah dengan tetap 

memperhatikan beban Wajib Pajak (WP). Dalam hal ini, untuk mengakomodir 

kebijakan opsen, ketentuan tarif maksimal PKB dalam UU HKPD diturunkan 

dibandingkan tarif maksimal sebelumnya dalam UU PDRD (UU Nomor 28 

Tahun 2009), yaitu dari semula 2% menjadi 1,2%. Besaran PKB ini merupakan 

bagian pajak provinsi. 

Adapun penghitungan besaran Opsen PKB dilakukan dengan cara mengalikan 

tarif Opsen sebesar 66% dengan besaran PKB terutang, bukan mengalikannya 
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dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Dengan demikian, apabila tarif 

PKB yang digunakan merupakan tarif maksimal sebesar 1,2%, maka Opsen PKB 

setara dengan 0,792% (yaitu 66% dari 1,2%). Besaran Opsen PKB ini menjadi 

bagian pajak kabupaten/kota. 

Dengan demikian, dalam hal Pemda menerapkan tarif maksimal, maka total 

beban pajak yang dibayarkan oleh WP menjadi sebesar 1,992% (yaitu PKB 1,2% 

ditambah Opsen 0,792%), sehingga total beban pajak tersebut setara atau tidak 

terdapat kenaikan dibandingkan beban pajak WP sebelumnya, yaitu maksimal 

2%. 

Namun demikian, variasi di daerah mungkin terjadi. Daerah yang sebelumnya 

tidak menetapkan tarif PKB maksimal dalam Perda lama dan kemudian 

menetapkan tarif PKB maksimal dalam Perda baru, maka tarif efektif PKB-nya 

(setelah memperhitungkan opsen) dapat mengalami kenaikan dan sebaliknya 

dapat pula mengalami penurunan. Terkait hal tersebut, Pemerintah telah 

menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan 

terkait Penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagai 

pedoman untuk keseragaman langkah pemerintah daerah guna menjaga beban 

WP dalam rangka implementasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di 

masa awal. 

 

26. Pertanyaan: 

Apakah ada biaya dari proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bekas? 
Penjelasan: 

Terdapat perubahan signifikan terkait BBNKB yang akan berlaku mulai tahun 

2025 dalm UU HKPD. Berikut poin-poin pentingnya: 

1) Penghapusan BBNKB untuk Kendaraan Bekas:  

BBNKB untuk kendaraan bekas dihapuskan saat melakukan balik nama 

kendaraan bekas.  

2) Biaya Lain yang Tetap Berlaku:  

Meskipun BBNKB dihapuskan, perlu diketahui bahwa biaya lain terkait 

proses balik nama kendaraan bekas tetap berlaku.  
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27. Pertanyaan: 

Bagaimana kebijakan terkait penghapusan tarif Pajak Progresif pada Opsen PKB 

dan BBNKB? 

Penjelasan: 

UU HKPD mengatur mengenai tarif progresif PKB diatur dalam Perda. Tarif 

progresif ini diterapkan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib 

pajak. 

Pasal 10 ayat (1) huruf b UU HKPD mengatur bahwa "Tarif PKB ditetapkan 

sebagai berikut: b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor 

kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 

6% (enam persen). 

 

28. Pertanyaan 

Penerapan Opsen PKB 5 Januari 2025 berdasarkan tanggal Bayar atau tanggal 

Jatuh Tempo?  

a. Jatuh tempo WP PKB tanggal 11 November 2024, melakukan pembayaran 

PKB tanggal 7 Januari 2025, apakah sudah dikenakan Opsen? 

b. Jatuh tempo WP PKB tanggal 7 Januari 2025, melakukan pembayaran PKB 

tanggal 27 Desrmber 2024, apakah sudah dikenakan Opsen? 

Penjelasan: 

PKB merupakan jenis pajak yang sifatnya tahunan (tahun pajak), dengan saat 

terutang PKB mengikuti tanggal jatuh temponya (saat timbulnya hak dan 

kewajiban perpajakan). 

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 187 UU HKPD, terhadap hak dan 

kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum 

UU HKPD diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum 

berlakunya UU HKPD.  

Berdasarkan contoh  

a. atas PKB dengan jatuh tempo tanggal 11 November 2024 namun dibayarkan 

pada tanggal 7 Januari 2025 belum menggunakan mekanisme Opsen. 

b. atas PKB dengan jatuh tempo tanggal 7 Januari 2025 namun dibayarkan pada 

tanggal 27 Desember 2024 sudah menggunakan mekanisme Opsen. 
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6.2 Opsen Pajak MBLB 
 

1. Pertanyaan: 

Apakah tujuan penambahan Opsen Pajak MBLB sebagai jenis pajak baru di 

provinsi pada UU HKPD? 

Penjelasan: 

Penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi adalah sebagai sumber 

penerimaan baru yang diharapkan dapat memperkuat    fungsi    penerbitan    izin    

dan     pengawasan     kegiatan pertambangan di Daerah.  

 

2. Pertanyaan: 

Bagaimana pelaksanaan Opsen Pajak MBLB? 

Penjelasan: 

Pelaksanaan Opsen Pajak MBLB mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU 

HKPD, PP KUPDRD, , Perda dan Perkada provinsi; serta Perda dan Perkada 

tentang PDRD di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Tata 

cara pelaksanaan Opsen Pajak MBLB: 

a. Wajib pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan WP Pajak MBLB. 

b. Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak 

MBLB. 

c. Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari Pajak MBLB terutang. 

d. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang 

dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak 

MBLB. 

e. Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke RKUD provinsi dilakukan bersamaan 

dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD kabupaten/kota dalam SSPD 

Pajak MBLB. 

f. Dalam hal pembayaran Pajak MBLB tidak dilakukan oleh WP, bupati/wali 

kota melakukan penagihan termasuk penagihan sanksi administratif atas 

Opsen Pajak MBLB. 

g. Dalam hal bupati/wali kota telah menerima pembayaran atas penagihan pajak 

MBLB, bupati/wali kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke RKUD 

provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

h. Pelaporan Opsen Pajak MBLB dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB. 
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i. Opsen Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 

pengambilan MBLB. 

j. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk 

sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan 

yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, 

diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi. 
 

3. Pertanyaan: 

Bagaimana mekanisme split payment ke RKUD kabupaten/kota dan RKUD 

provinsi dalam Opsen Pajak MBLB? 

Penjelasan: 

Mekanisme Split Payment dilakukan langsung pada saat WP membayar Pajak 

MBLB. Dalam hal ini bagian yang menjadi penerimaan Pajak MBLB masuk ke 

RKUD Kabupaten/Kota sedangkan bagian yang menjadi Opsen Pajak MBLB 

masuk ke RKUD Provinsi. 

 

4. Pertanyaan: 

Bagaimana solusi untuk sistem pembayaran pajak di daerah melalui mitra yang 

menyebabkan setoran opsen lebih dari 3 hari, agar tidak bertentangan dengan 

peraturan dan menjadi temuan? 

Penjelasan: 

Pembayaran setoran opsen dilakukan dengan mekanisme split payment 

(distribusi langsung). Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan koordinasi 

dan seleksi mitra yang dapat memenuhi ketentuan peraturan. 

 

5. Pertanyaan: 

Bagaimana cara perhitungan Opsen Pajak MBLB? 

Penjelasan: 

Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok 

Pajak MBLB terutang sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-

undangan. Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari Pajak MBLB 

terutang.  

Lebih detail ilustrasi perhitungan dapat dilihat pada halaman 24. 
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6. Pertanyaan: 

Apakah   pelaksanaan Opsen Pajak MBLB akan menambah beban WP? 

Penjelasan: 

Arah kebijakan UU HKPD dalam implementasi Opsen Pajak Daerah, termasuk 

Opsen Pajak MBLB, adalah dengan tetap memperhatikan beban Wajib Pajak 

(WP). Dalam hal ini, untuk mengakomodir kebijakan opsen, ketentuan tarif 

maksimal Pajak MBLB dalam UU HKPD diturunkan dibandingkan tarif 

maksimal sebelumnya dalam UU PDRD yaitu dari semula 25% menjadi 20%.  

Adapun penghitungan besaran Opsen Pajak MBLB dilakukan dengan cara 

mengalikan tarif Opsen sebesar 25% dengan besaran Pajak MBLB terutang. 

Dengan demikian, apabila tarif Pajak MBLB yang digunakan merupakan tarif 

maksimal sebesar 2%, maka Opsen Pajak MBLB setara dengan 5% (yaitu 25% 

dari 20%).  

Dengan demikian, dalam hal Pemda menerapkan tarif maksimal, maka total 

beban pajak yang dibayarkan oleh WP menjadi sebesar 25% (yaitu PKB 20% 

ditambah Opsen 5%), sehingga total beban pajak tersebut setara atau tidak 

terdapat kenaikan dibandingkan beban pajak WP sebelumnya, yaitu maksimal 

25%. 

Namun demikian, variasi di daerah mungkin terjadi. Daerah yang sebelumnya 

tidak menetapkan tarif Pajak MBLB maksimal dalam Perda lama dan kemudian 

menetapkan tarif Pajak MBLB maksimal dalam Perda baru, maka tarif efektif 

Pajak MBLB-nya (setelah memperhitungkan opsen) dapat mengalami kenaikan 

dan sebaliknya dapat pula mengalami penurunan. 

 

Adapun ilustrasi penghitungan dapat dilihat pada contoh berikut: 

Sesuai UU 28 Tahun 2009 Sesuai UU HKPD dan 

PP KUPRD 

PT. A melakukan pengambilan batu granit   

di   wilayah   Kabupaten   X   yang terletak d 

Provinsi Y, pada masa pajak Februari 2025 

sebanyak 100 kg dengan   harga patokan 

Rp100.000,00/kg. Tarif Pajak MBLB dalam 

Perda PDRD Kabupaten X = 25%.  

Pajak MBLB terutang: 

= 25% x (100 x Rp100.000.000,0)  

PT. A melakukan pengambilan batu granit   

di   wilayah   Kabupaten X   yang terletak di 

Provinsi Y, pada masa pajak Februari 2025 

sebanyak 100 kg dengan harga patokan 

Rp100.000,00/kg.   Tarif Pajak MBLB dalam 

Perda PDRD Kabupaten X = 20%.  

• Pajak Daerah terutang:  

a. Pajak MBLB terutang  
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= Rp2.500.00,00 

 

 

 

= 20% x (100 x Rp100.000,00)  

= Rp2.000.000,00  

(masuk ke RKUD Kabupaten X) 

b. Opsen Pajak MBLB  

= 25% x Rp2.000.00,00  

= Rp500.000,00  

(masuk ke RKUD Provinsi Y) 

 

Berdasarkan contoh di atas, total pajak daerah terutang sesuai UU HKPD adalah 

sebesar Rp2.500.000,00 (Pajak MBLB terutang ditambah Opsen Pajak MBLB 

Terutang) sama dengan perhitungan pajak terutang pada pengaturan UU 28/2009. 

 

7. Pertanyaan: 

Apakah Opsen Pajak MBLB dimasukkan dalam target pendapatan Provinsi 

dalam APBD? 

Penjelasan: 

Pajak MBLB masuk dalam target pendapatan pada APBD Kabupaten/Kota, 

sedangkan Opsen Pajak MBLB masuk dalam target pendapatan pada APBD 

provinsi. Adapun dalam penentuan targetnya, Pemerintah Provinsi perlu 

bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperoleh besaran target 

Opsen Pajak MBLB yang akan dianggarkan dalam APBD Provinsi.  

 

8. Pertanyaan:    

Sejauh mana Opsen Pajak MBLB dapat meningkatkan PAD? 

Penjelasan: 

Salah satu kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal 

ini penerimaan pajak MBLB dan opsennya adalah sinergi yang lebih baik dan 

efektif antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan 

dan pengawasan yaitu melalui peningkatan peran provinsi dalam pemungutan 

Pajak MBLB, Pemda dapat semakin terdorong untuk melakukan intensifikasi dan 

ekstensifikasi perpajakan daerah untuk peningkatan PAD-nya. 
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9. Pertanyaan: 

Bagaimana pelaporan Opsen Pajak MBLB, apakah digabung dengan pelaporan 

Pajak MBLB? 

Penjelasan: 

Ya, sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 109 ayat (6) PP KUPDRD yang 

menyatakan bahwa pelaporan Opsen Pajak MBLB dicantumkan dalam SPTPD 

Pajak MBLB. 

Selengkapnya dapat dilihat pada halaman 25 

 

10. Pertanyaan: 

Bagaimana mekanisme proses rekonsiliasi untuk Opsen Pajak MBLB? 

Penjelasan: 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PP KUPDRD, bahwa rekonsiliasi atas data 

penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dilakukan oleh gubernur, 

bupati/wali kota, dan bank tempat pembayaran tempat pajak tersebut setiap 

triwulan.  Rekonsiliasi tersebut paling sedikit membandingkan data: 

a. SPTPD  

b. SSPD  

c. Rekening koran bank 

d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak. 
 

11. Pertanyaan:    

Apakah pengaturan ketentuan mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB 

digabungkan dengan Perkada pemungutan Pajak MBLB atau tersendiri diatur 

dalam Perkada mengenai Opsen Pajak MBLB dan sinergi pemungutan-nya? 

Penjelasan: 

Sesuai dengan   Pasal 113 ayat (2) PP KUPDRD, ketentuan lebih lanjut mengenai   

pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara pemerintah 

kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam implementasi kebijakan yang 

berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB diatur dalam 

Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi. Selanjutnya terkait teknis 

pengaturan yang disusun dalam satu Perkada atau terpisah merupakan 

kewenangan/diskresi pemda. 
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12. Pertanyaan: 

Bagaimana perlakuan pemungutan Pajak MBLB, dalam hal komoditas yang 

menjadi objek Pajak MBLB sebagaimana pengaturan dalam UU HKPD tidak ada 

dalam ketentuan dalam Pasal 2 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan 

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan sebaliknya? 

Penjelasan: 

• Dalam hal objek Pajak MBLB tercantum dalam UU HKPD namun tidak 

tercantum dalam PP 96/21 (peraturan sektoral), maka dapat dipungut Pajak 

MBLB dengan mengacu pada UU HKPD 

• Sebaliknya, objek Pajak MBLB tercantum dalam peraturan sektoral namun 

tidak tercantum dalam UU HKPD, maka dapat dipungut Pajak MBLB 

dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf mm UU HKPD (MBLB 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). 

 

13. Pertanyaan: 

Apakah Opsen Pajak MBLB bisa digunakan untuk menambah anggaran pada 

OPD teknis yang membidangi, khususnya bidang ESDM? 

Penjelasan: 

Dalam prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah, 

pemerintah pusat menyerahkan sumber penerimaan daerah berupa PDRD dalam 

rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan 

kepada Pemda. Secara khusus, tidak ada pengaturan penggunaan atas penerimaan 

Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dalam UU HKPD dan PP KUPDRD 

sehingga penggunaan atas penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB 

menjadi kewenangan Pemda dan sesuai dengan hasil pembahasan pada saat 

perencanaan anggaran.  Namun demikian, sesuai dengan tujuan awalnya agar 

dapat ditekankan penggunaan anggaran ditujukan untuk memperkuat    fungsi    

penerbitan    izin    dan     pengawasan     kegiatan pertambangan di Daerah. 

 

14. Pertanyaan: 

Bagaimana bentuk/skema atau tata cara terkait cost sharing dan role sharing 

dalam penyusunan APBD? 

Penjelasan: 

Sinergi antar Pemda dalam rangka implementasi Pajak MBLB dan Opsen Pajak 

MBLB dapat dilakukan dari berbagai sisi, antara lain dari sisi pendanaan (cost 
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sharing), pendataan bersama, penagihan bersama, rekonsiliasi penerimaan, dan 

sosialisasi bersama. 

Sinergi dari sisi pendanaan dapat dilakukan dengan cara pemerintah 

kabupaten/kota/provinsi dapat memastikan bahwa penerimaan dari Pajak MBLB 

dan opsen MBLB dapat dialokasikan untuk memperkuat intensifikasi dan 

ekstensifikasi Pajak MBLB, penanganan atas dampak   eksternalitas negatif yang 

timbul dari kegiatan pertambangan MBLB, dan memperkuat fungsi penerbitan 

izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. 

 

15. Pertanyaan: 

Apakah kesepakatan cost sharing dalam sinergi pendanaan Opsen Pajak MBLB 

menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)?  

Penjelasan: 

Kesepakatan cost sharing Opsen (termasuk Opsen Pajak MBLB) merupakan 

salah satu bentuk sinergi pemungutan dalam rangka optimalisasi penerimaan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 PP KUPDRD bahwa kesepakatan mengenai 

sinergi pendanaan diatur dalam Perkada. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan 

Pasal 115 PP KUPDRD bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, 

Pemda dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan   Pajak   dengan    

Pemerintah, Pemda lain, dan/atau pihak ketiga.  Dalam hal diperlukan, bentuk 

kegiatan dalam lingkup cost sharing opsen yang berkaitan dengan upaya 

optimalisasi penerimaan seperti misalnya pengawasan WP bersama, peningkatan 

layanan, jasa layanan pembayaran   dengan   pihak ketiga dapat menjadi lingkup 

PKS. 

 

16. Pertanyaan: 

Apakah diperbolehkan sinergi dengan kabupaten/kota tidak menggunakan PKS, 

mengingat dalam Pasal 113 PP KUPDRD sudah diatur bahwa ketentuan lebih 

lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara 

kabupaten/kota dan provinsi diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam 

wilayah provinsi? 

Penjelasan: 

Ya diperbolehkan, pengaturan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dalam PKS dapat dilakukan dalam hal diperlukan/tidak bersifat 

wajib mengingat dasar hukum sinergi pemungutan Opsen adalah Perkada. 
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17. Pertanyaan: 

Apakah perhitungan sanksi administratif hanya dikenakan untuk pajak terutang 

atas Pajak MBLB saja sedangkan untuk Opsen Pajak MBLB tidak dikenakan? 

Penjelasan: 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 PP KUPDRD, pelaksanaan penghitungan, 

pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB adalah sebagai berikut: 

a. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB dilakukan 

bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. 

b. Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke RKUD provinsi dilakukan bersamaan     

dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD kabupaten/kota dalam SSPD 

Pajak MBLB. 

c. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh WP, bupati/wali kota melakukan 

Penagihan, termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak 

MBLB. 
 

18. Pertanyaan: 

Bagaimana pencatatan di provinsi atas sanksi administratif Opsen Pajak MBLB 

yang timbul?  

Penjelasan: 

a. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 UU HKPD dan Pasal 11 PP 

KUPDRD, perhitungan Opsen Pajak MBLB dihitung dari Pajak MBLB 

terutang.  Disamping itu, sanksi administratif Opsen Pajak MBLB dihitung 

dari pokok Opsen Pajak MBLB. 

b. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, denda pajak 

daerah merupakan salah satu komponen lain-lain PAD yang sah. Oleh karena 

itu, pembayaran atas denda Opsen Pajak MBLB dicatat sebagai pendapatan 

denda pajak daerah yang merupakan bagian dari lain-lain PAD yang sah. 

Namun di dalam pengaturan kode rekening atas pembayaran pokok pajak dan 

sanksi administrasinya mengikuti peraturan terkait pengelolaan keuangan 

daerah. 
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19. Pertanyaan: 

Sesuai amanat Pasal 191 UU HKPD, ketentuan Pajak MBLB dan Opsen Pajak 

MBLB mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak UU HKPD diundangkan atau mulai 5 

januari 2025. Bagaimana perlakukan untuk pajak MBLB dan Opsen Pajak 

MBLB pada tanggal 1 s.d. 4 Januari 2025? 

Penjelasan: 

a. Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, bahwa pelaksanaan Pajak 

MBLB dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal 

diundangkannya UU tersebut.  Dengan penggunaan kata “sejak” maka secara 

tegas pelaksannya dimulai dari tanggal berkenaan yaitu 5 januari 2025. 

b. Masa pajak untuk Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB mengikuti ketentuan 

dalam Pasal 4 PP KUPDRD adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain 

paling lama 3 bulan kalender. Selanjutnya, jangka waktu pembayaran atau 

penyetoran pajak terutangnya paling lama 10 hari kerja setelah berakhirnya 

masa Pajak. 

c. Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang 

dengan   menggunakan   SSPD, yang merinci pembayaran Pajak MBLB untuk 

tanggal 1 s.d. 4 Januari 2025 menggunakan ketentuan Peraturan Daerah 

tentang PDRD yang lama, dan Pembayaran Pajak MBLB untuk setelahnya 

dengan Peraturan Daerah tentang PDRD sesuai dengan UU HKPD. 

 

20. Pertanyaan: 

Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memungut Pajak MBLB yang 

tidak memiliki izin usaha pertambangan (ilegal mining)? 

Penjelasan: 

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat tetap melakukan pemungutan pajak 

apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi Pemerintah 

Kabupaten/Kota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi untuk menertibkan 

kewajiban perizinan pertambangan oleh WP.  
 

21. Pertanyaan: 

Pihak manakah yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum atas adanya 

penambangan liar? 
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Penjelasan: 

Sebagaimana ketentuan dalam UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan UU 2 Tahun 2025 dan Perpres 

55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerbitan izin pertambangan MBLB di 

daerah beserta pembinaan dan pengawasannya merupakan kewenangan provinsi. 

Selanjutnya, untuk pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi 

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.  

 

22. Pertanyaan: 

Jika Wajib Pajak X mengambil MBLB atau galian C dari Kabupaten A tetapi 

MBLB atau galian C tersebut dimanfaatkan/digunakan di Kabupaten B, apakah 

Kabupaten B dapat mengenakan/memungut Pajak MBLB yang diambil dari 

Kabupaten A dimana Wajib Pajak X belum membayar pajak MBLB dengan tidak 

dapat melampirkan bukti pembayaran pajak MBLB ke Kabupaten A? 

Penjelasan: 

Ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) UU HKPD mengatur bahwa Pajak MBLB 

yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. 

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (5) mengatur bahwa saat terutang Pajak MBLB 

ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. 

Berdasarkan hal tersebut, Pemda Kabupaten B tidak dapat 

mengenakan/memungut Pajak MBLB atas pengambilan MBLB dari Kabupaten 

A walaupun belum membayar Pajak MBLB di Kabupaten A. Namun, Pemda 

sebaiknya dapat melakukan koordinasi dengan daerah lain untuk optimalisasi 

penerimaan Pajak Daerah terkait pemanfaatan/penggunaan MBLB untuk 

pembangunan/proyek yang dibiayai dari APBD/APBN dan sering kali berasal 

dari daerah lain atau sebaliknya. 
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PENUTUP 

Revisi Modul PDRD mengenai Opsen Pajak Daerah yang disusun oleh 

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan membantu Pemda dalam 

implementasi pelaksanaan Opsen Pajak di daerah.  Modul ini berisi gambaran umum 

terkait pengaturan materiil mengenai Opsen Pajak Daerah mulai dari perhitungan, 

pelaporan, pembayaran, penagihan sampai dengan pembayaran kembali Opsen 

Pajak Daerah. Selain itu, modul ini juga memuat updating pertanyaan dan jawaban 

yang terkait Opsen Pajak Daerah. 

Modul ini juga memuat terkait mekanisme proses bisnis penyelenggaraan 

sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor sesuai 

dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Peyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap Kendaraan Bermotor. Tahapan prosedur pelayanan kesamsatan telah 

disesuaikan dengan implementasi yang ada saat ini. 

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya 

dan insan pengelola pajak di daerah baik provinsi, kabupaten/kota pada khususnya. 

Seperti kata pepatah “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, kami menyadari bahwa 

dalam penyusunan modul ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, 

masukan dari para pihak sangat bermanfaat untuk perbaikan kedepan dan 

kesempurnaan modul ini. Semoga implementasi Opsen Pajak Daerah dapat berjalan 

dengan baik dan dapat meningkatkan PAD khususnya dari Pajak Daerah.  
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LAMPIRAN  

CONTOH PERKADA KABUPATEN GUNUNG KIDUL 
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